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Nowdays Indonesra ha ve enterea’ mformatfon era markea’@f b iy exp/orf?ng or’ mfomatron fechno/ag 165 wh/ch
-progress;vebf exfend fo cover system information, electronic. transaction system end communication
management, Various goed electronic transaction form with object good also service can be conducted
aasily where some of among others replace fransaction con venfrona/éx recognizes during the time. In
character which the final and paperless make this system contain big enough operaiional risk. Thereby
need the existence.of rule to conaply. operational as rufe of the game io afl party in concerned in this
electronic fransaction. Basis for strong law of eveidence exrsf@nce which the transaction will having the
characfer of non-tekstual and regarding regulat/on of electronic signature or there are in this BILL, This
article try to analyse how far this BILL can accomodate maiters requirement will whith reference to
banking transaction which also represent the part of e/ectromc fransaction order contained in it. -

Key—wards .E/eci"romc fransact/on /nformatfon

Dapat dlkatakan Indonesia kini telah memasuki era informasi dengan ditandai pemanfaatan teknologi
informasi vang semakin meluas meliputi pengelolaan sistermn informasi, sistem komunikasi dan sistem
transaksi elektronik. Berbagai bentuk transaksi elektronik baik dengan objek barang maupun jasa kini
dapat dilakukan dengan mudah dimana sebagian diantaranya menggantikan transaksi secara konvensional
yang dikenal selama ini. Sifatnya yang final dan paperless menjadikan sistem ini menyimpan risiko
operasional vang cukup besar. Dengan demikian periu adanya ketentuan yang dipakai sebagai aturan
main bagi para pihak yang terlibai dalam transaksi elektronik ini. Landasan hukum yang kuat akan
: keberadaan bukli transaksi yang bersifat non tekstual dan pengaturan mengenal tandatangan alektronil
e mre Sgpdapat dalam-Rancangan Undang-Undang ini dantulisan inl mencoba meneropen 2.

- ini dapat mengakomodir kebutuhan akan berbagai hal berkenaan dengan transaksu perbankan yang juga
merupakan bagian dari transaksi elekironik melalui aturan-aturan yang tercantum di dalamnya.

Hata kund: Transaksi eleldronik, informasi
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asﬂttas parbankan secara e!ektmmi\ Ha! sm_:_""_'

1karenakan seEam makm canggshnya teknciogl'f o
yang”dugunakan 3uga beium adanya suatu"’ff'
: etentuan hukum yang mengatursecara khisu
egatan perbankan yang berkati:an dengan'f-'- '

| "-"":iekm!mgl ko*np

- ey, K o 'trarzsaks; secara elekironik. - e
R -gasa komputer sebagaz aiat bantu untuk_ SR ‘Kebutuhan akan adanya kezentuan yang'__ '
s memenuht kebmuhan manu51a semakm me~__- -+ secara khusus mengatur berbagai transaksa'-_'

o nmgkat pula E RSy St 0N ".'secara etektromk ini_tampaknya akan dicoba -
_ Bankyang ciatam hal ms sebagaz sa[ah satu ' "dsg}mnuhi dengan telah dta}ukannya RUU tentang .
-Iembaga yang sed;klt banyak bersinggungan - Informasi dan Transaksi Elektronik pada DPR
dengan penggunaan teknologi banyak meng- Walaupun RUY ini tidak memuat ketentuan
© gunakan komputer sebagal bentuk penerapan mengenal transaksi perbankan lekironik daiam
Tekno!og; S;stem Informas; dafam kegiatan 7 hal ini tidak secara khusus mengaturtenaaﬂg Eiec—
;cperasmnainya baik sebagal upaya mendekat; -_'tronzc: Funds Transa'er namum cedxkst banyak RUU _
: :pasar maupun dalam: rangka membantu mana-. .. ini_kiranya dapat duad:kan acuan karena_
-gemen nank Tertebxh lagi setelah Deregulasz W '-'-:bagaimanapun juga kegiatan Electronic Funcis
Perbankan 1 3um 1983 beriaku menyebabkan o ransfer mempunyas kesamaan dengan b@ntuk
persamgan antar bank semakm men:ngkat Mod{ ' transaksn eiektromk lamnya yaltu sama- sama
e Eankmgdengan e/ecz‘romc:bankmg men;adi . keglatan yang berbasis pada sistem etektronik
semakin ‘berkembang. Banyak bank telah= < Berdasar nada hal sebagaimana tersebut
menggunakan pelayanan nasabah di ffont office di atas maka pertanyaan yang mengemuka
dengan on-line systemdan o back office dengan adalah sepez’ti apa dan bagalmanakah RUU
dipasahgnya work statfonyang terhubung pada tentang informasi dan Transaksi Elektronik
pusat komputer.dengan system on-fine pula.-  tersebut mengatur kegiatan ini. akan menjad;
Banyék fasilitas yang telah disediakan bank bagi -~ - kajlan utama tulisan berskut
kemudahan nasabah dalam meiakukan transaksi o - '
pefbankan muial dengan mendirikan Aufomafed _ i, ?EMB&H&S@N
Telfer Machine (ATM) sampai dengan menye- - ' Perubahan pandangan masyarakat &:er~
lenggarakan fasilitas internet banking. : hadap sistem pembayaran dalam melakukan
i\i@mu’_ﬂ démi_kian penggunaan teknologi berbagai transaksi perbankan memacu dunia
Komputer dalam operasionai perbankan selain perbankan untuk menghasitkan prociuk—pr_ﬁ);i_uk
memberikan berbagai kemudahan ternyata juga yang akan memberikan kemudahan, kenyamanan
menimbulkan masalah yang cukup kompleks dan keprakiisan bagi nasabah pengguna jasa
berkenaan dengan pengoperasian beberapa parbankan dengan memberikan berbagai fasilitas
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" :""ia ana perbankanimodern secara elektrom

' -'..'.:_seiaﬂ] _nya difﬁSEEEt&SI otah keberadaan 3anngan
- komputer global atau 1nf:ernet Sementara produk o
: yang ciltransakﬁkan terbag! dalam dua keiompok o

:'-berupa Jasa (Paustlnus S 2004) Dengan
' _-demaklan maka: bentuk kegaatan—kegaatan serupa
_ .dapat pu}a ditemukan daiam e/ektronlc bankmg
' 'sebagal suatu S|stem perbankan modem Konsep
N 'penerapan efectronic bank/ng pada dasarnya
merupakan produk pengembangan dari apa yang
dlsebut dengan E/ect‘ron/c Funds Transfer.
Berbagaz produk yang ditawarkan dari pengem-
bangan ini antara lain ATM, PomtofSa!e, Homs/
Telephone Banking, Deb/t Cardsdan Smart Cards
vang kesemuanya berbasis . pada penggunaan
sistem telekomunikasiinformasi. = - -

-A. Faldor Heamanan Dalam -
~Transaksi fleidronik
Secara umum semua transaksi perbankan
dengan: konsep modern banking - bersifat
papeirlfess atau non-based paper. Selain ity
kegiatan ini pada dasarnya mengandung risiko
yang cukup tinggi berkait dengan sifat transaksi

- tersebut. Beberapa risiko yang mungkin dapat

ffasfure} yang dapat menngiékibatkanf_?"._' _.'--
tsmbulnya berbagat masalah termasuk;.:j o

< tidak se!esamya proses . transaksa balk.-:.;_f b
- sebagian ataupura saiuruhnya s

'(.2j-.:_'_§-:R|srko admm:strataf hai lm ter]adlz; .
: ._,-dasebabkan adanya kesaiahaﬂ pena-..
" nganan balk pada proses awaldalamhal

; f..__;_ap!:kasl data -maupun saat penyerahan :
_ atau ;}enatausahaan dana, ke
(3).. Risiko sumber. daya manussa, _
(4)_-- RlSlko kriminal, MISALNYA terjadmya
-_mamputasn,pempuan ataupun bentuk
NE ke;ahatan lain, -

i1y Terhadap nsnko yang mungkln t:mbul maka
dasar acuan yang digunakan adalah Pasal 25 ayat
(4) Undang-Undang Perbankan; "-untuk kepen-
tingan nasabah bank ‘wajib menyediakan
informasi mengenai kemungkinan fimbulnya risiko
kerugian berhubungan dengan transaksi nasabah
vang dilakukan mealalui bank”.

- Selain itu Bank Indonesia dalam kapasitas-
nya sebagai lembaga yang mengatur dan
menjaga kelancaran sistem - perbankan se-
lanjutnya berdasar surat Keputusan Direksi Bank

yang final. Ristko yang mungkin timbul baik
langsung maupun tidak lanasung akan meng-
akibatkan kerugian finansial maupun non-
finansial bagi bank ataupun pengguna fasilitas

Indonesia No.27/164/KEP/DIR {entang Feng-
gunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank
mengeluarkan Panduan Pengamanan Peng-
gunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.
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_ank“indonessa %:arsebut pada pasal 3 ayat g

: "_._5(2) khususnya huruf b dan = meng@nai kewa}tban

= terhadap penggunaan ssstem dan aplika51 yang

5 .'mengandung rts&ko tmggl kh ususnya yang
- ._menyangkut teknofogx dai:a base kompm:er mikro
dan komumkass data Wajlb memsilkt dlsaster dan
'recovmw pian yang teru}; .

- Nampak’ bahwa %(edua ketentuan di atas

'mewajtbkan se%:rap bank yang meﬂggunakan
sttem Teknofogl Informas; dalam kegiatan
operasionalnya untuk mener_apkan kontrol ketat
terhadap operasi komputer, jaringan teleko-
mu’hikas_i_ data, sistem operasi, perangkat tunak
aplikasi, enkripsi-data; keabsahan transmisi
mformam perangkat funak pengaman, seita
retensa dan’ ‘back- up data. :Kewajiban tersebut
mer_upakan ketentuan standar yang harus
diperhatikan ‘dan dilaksanakan serta secara
berkala dilakukan evaluasi oleh bank-bank
pengguna Sistem Teknologi Informasi tersebut
' UKewajiban untuk meminimalisir risiko oleh
penvelenggara berkaitan ‘dengan panggunazn
perangkat sistem tekriologi yang digunakan

= '.segaEa sesuatu yang berka;i:an dangan pela :
U naan mansaksn eiexromk mengadrtanggung;awab L
I‘_pmak peﬂyeienggara teriepas dan sumbe

: ":Berkaatan dengan tanggungjawab secara lebil
- 'rmc: ha! -hal yang terkalt Iangsumg dlc:ﬂntumka" :
: pada pasaf 18 ayat (1) RU!.} mengenat pﬂnerap _

iﬁ-keruglan yang dltsmbui

syarat mmtmum yang harus drpenuhl oi

penyelenggara berupa: PR _

a -menampllkan ke*nbaii mfcfrﬂasa elekti‘emk;.'-

R -yang berkaltan dengan penyei&nggaraanf:_

. sistern‘elekironik yang i‘:eiah berlangsung
" Hal ini”berkait. dengan hal pembukttan’
-"'-'i:erhadap ‘suatu transaksi illegal yang"
dx!akukan cleh pihak yang tidak berhak a?ﬁau :
e gemb_uktzan atas kesalahan yang dliakukan.- :
*oleh ‘pihak~pihak yan'g "éhfenirﬁbuikéh'
- kerugian baik pada pengguna ataupun'
' penyelenggara. - : i N
b, dapat melindungi keotentikan, mtegrstas _
" kerahasiaan, ketersediaan ‘dan keter-
"+ aksesan dari informasi elekironik dalam
penyelenggaraan ‘sistem- elektronik -
tersehbut, '

c dapat beroperasi dengan prosedur atau
patunjuk dalam peﬂyeienggaraan sistem
elektronik .

d.  dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk
yang diumumkan dengan bahasa, infor-
masi atau simbol yang dapat dipahami
oleh pihak vang bersangkutan dengan

diternukan juga dalam RUU ini vaitu pada Pasal
17 ayat (3) yang membebankan fangungjawab
penyelengaraan sistem elekironik pada penye-
lenggara. Pasal ini menyiratkan bahwa terhadap

penyelenggara sistem elekironik tersebut
e memilili mekanisme vang berkelanjutan
untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan
pertanggungjawaban prosedur atad
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o petumjuktersebut, e

.'jéwa.b térhadap penyeienggaraan s:si’em'

elaktmmk yaﬂg diseienggarakannya

Berkenaan dengan tanggung;awab ter*'
hadap penyelenggaraan s;stem eteixtmmk secaa’a _
' tidak Iangsung akan berkal’can dengan upaya '
pengamanan yang berwjuan memm;maitsnr

keruglan yang tsmbut sekahgus memm;malisw

taﬂggung}awab penyedia SIstem elektramk pula '

Penerapan syarat pnngamanan dalam pefaksa—
naan s;stem transakss eEektronzk dapat dijumpal
data_m pasal 15 ayat_(l) UU Bank Indonesia: ™
penetapan penggunaan alat pembayaran
dimaksudkan agar alat pembayaran yang
dig"_{__mak_én dalam ‘masyarakat’ memenuhi
persyaratan kea_manan"_- bagi pengguna ...
Penetapan ‘unsur pengamanan pada sistem
ditemukan juga dalam Pasal 17 ayat (2) RUU ini
: “sistem ‘elektronik sebagaimana dimaksud
dalam ayat "'(1) terpercaya apabila sistem
tersebuf andal, aman dan heroperasa sehagai-
mana mestinya”.

" Narmun dalam RUU ini tidak dicantumkan
mengenai ada tidaknya dan jenis sanksi jika
ketentuan pasal 18 ayat (1) RUU tidak dipenuhi
atau dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya

B Unsus‘ Pemhuk@an Da%am
Transaksu Elektmmk '_

o '..i}erssfat elekromk pada dasarnya dilakukan atas'.. A
'.permtah pengmm atau pemzi:k dana yang pada:_"- R
umumnya: ttdak Eagi dukutl penegasan secara" 8

}tertui:s atal bersﬁat paper/ess fransacffon

Dengan demlklan buktt transaksi yang ada pada: '
nasbah* pengguna hanyalah bempa cetak'
-komputer sebagat hasil prmroufdata kemputer '
Bardasar pada penerapan Pasal 1865 KUH _
Perdata berkait dengan 3en|s alat buktl maka
tampaknya bukt transak51 yang berupa cetak .
komputer tidak tergoiong di dalamnya, dengan
demikian agak sulit bagi nasabah/konsumen
pengguna untuk menggunakannya depan
persidangan 3:ka terjadi sengketa dalam suatu
transaksi. Oleh karenz makin maraknya transaksi
yang bersifat non-based paper sebagai ciri bagi
transaksi elekironik, maka dirasakan kini makin
diperlukan adanya pengakuan atas alat bukti non
tekstual yang belum disebut dalam Pasal 1865
KUH Perdata jika suatu saat diperlukan sebagai
alat bukti. Hal ini dikarenakan belum diaturnya
secara khusus hal mengenai alat bukti non
tekstual bagi transaksi elektronik - dalam
perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Dengan demikian untuk sementara belum
ada aturan khusus, maka ketentuan vang dapat
dijadikan dasar untuk memberi tempat bagi alat
bukti non tektual yang tidak tercantum dalam

oleh penyelengara, termasuk bentuk-bentuk
pertanggungjawaban seperti apa yang harus
dipiku oleh penyelenggara.

pasal 1866 KUH Per adalah Pasal 1 hurufe dan b
UU No. 7 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok
Kearsipan dimana dalam penjelasan pasal
tersebut dinyatakan bahwa vyang dimaksud
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dengan naskah naskah dalan bentuk dan corak

- f'-bagatmanapun daﬂ ars:p a{:iatah mei:pu’tt balk

- . dxdenga___: _epem hatnya hasnf hasal rekaman fi lrn;.__ :
- dan sebagamya In: membenkan pengert:an-_-_
bahwa Undang Undang Kearsnpan mengakui arsip:

: -_'t;dak ‘saja: berupa sesuatu yang tertulis,
meia;nkaﬂ juga: -sesuatu: yang .- bersifat non

tekstual Uit dapat dijadikan alat bukti daiam

pemer;ksaan di pengadilan. : I

- Satu ketentuan lain yang dapat ciuadlkan
dasar bagi alat bukti yang bersifat non fekstual
ad_a_i_a_h UU No. § tahun 1997 tentang Dokumen
PQtusghaan._Mgnurut undang-undang ini dalam
hal ._-penga_‘turan tentang pembuatan catatan
diwajibkan perusahaan dalam hal ini bank untuk
membuat catatan diatas kertas tentang neraca
tahunan, perhitungan laba rugi. Sedangkan
catatan dalam bentuk rekening, jurnal transaksi

harian dibuat di atas kertas atau sarana lainnya..

Disini..yang perlu digaris bawahi adalah
pernyataan bahwa catatan tersebut dapat dibuat
di atas "sarana lainnya”. Hal ini memuat suatu
interpretasi bahwa yang dirmnaksud bukan dalam
media kertas melainkan dengan menggunakan
pita magnetic, dispack atau disket. Dengan
demikian ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Dokumen Perusahaan ini mencerminkan
suatu penegasan bahwa dokurmen perusahaan
yang telah dimuat dalam mikro film atau madia
lainnya sebagaimana dimalksud di atas dan atau

- -dalam pasal 4 ayat (1) dan(2). Dima:na_-dfa,'la}h&':

ayat (1) dicantumkan: “informasi- eiektrbh'ik

-memiliki kekuatan hukum sebagal aiat bukii. yang
. saht Dalam: penjetasan Pasa! iniyang dlmaksud :
' déng_an informasi elekironik dapa‘%: barupa ga_;a_@n'ﬁ_ 3

elektronik; dokumen elekironik, kontrak elek-
tronik, surat elektronik atau tandatangan
elektronik. Juga-meliputi informasi elektrg’atﬁk._
tertentu yang merupakan rujukan dari éQétu
informasi elektronik. Informasi elektronik. dan
dokumen elektronik-merupakan alat bukti yéﬁg-
baik dalam perkara perdata, pidana maupun iata,
usaha negara dan merupakan perluasan, dari alat-
bukti yang diatur dalam Hukum Acara y_ang-_
berlaku di Indonesia. Hal inf ciperkuat denga_r_i;
apa yang tercantum dalam ayat (2) dari RUU ini
vang menyatakan; "Bentuk tertulis (prinf owt) dari.
informasi elektronik merupakan alat bukti__.d‘én.
memifiki akibat hukum vang sah.” G
Dengan dernikian bukd transfer dana atau
bentuk-bentuk transaksi perbankan slekironik
seperti tarik tunal, pembayaran tagihan .dan
lainnya yang berbentuk cetak komputer. vang
selame ini sulit dijadikan sebagai bukti yang sah,
berdasarkan pada pasai ini dapat dijadikan bukti
di persidangan sama kuatnya dengan alat bukti
lzin sebagaimana yang telah dikenal selama ini.
Berkenaan dengan hal pembukiian maka
dalam RUU ini diterapkan pula pola beban
pembukiian dari suatu transaksi yang dilekatkan
pada pihak yang merasa dirinya berhak

hasil cetakannya merupakan alat buktl vang sah.

Dalam RUU Informasi Dan Transaksi
Elekironik secara khusus telah memberi tempat
bagi alat buiti vang bersifat non-based paper

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 RUU. Dalam
hai berkait dengan masalah tanggungjawab bagi
penyelenggara separt yang tercantum dalam
pasal 17 ayat (3) dan {4) RUU, disini pihak
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”.-:yang harus dapat membuktlkan bahwa kesa]ahan
~.atau 2 glan yang d:dema pengguna fasmtas S

| '__'atau'nasaﬁah bukan akibat dari kesakahan atau

'_-}ketetedoran pihaknya, = o o
Satu hai baru vang dtatur dalanm RUU lm :

'-berkenaan dengan aiat bukta !ain daEam transaksn
_ elektromk adaiah d|atumya ketentuan mengenal
jtandatangan eEektromk atau eEectromc s:gnature

.Pasa! 11 RUU menyata?an bahwa tandatangan'

eiektmmk memlhki kekuatan hukum dan aklbat
'hukum yang sah selama memenuhl ketentuan
dalam undang undang ini. Se]anjutnya dalam
Pasai 12 RUU dmyatakan tekmk metode, sarana
atau proses pembuatan tandatangan elektromk
memilfkl kedudukan hukum yang sah selama
memenuhi persyaratan yang dttetapkan dalam
undang undang ini. Persyaratan yang dimaksud
lebih rtncs dratur dalam Pasal 13 avat (1) RUU
ini. Berkait dengan tandatangan elektronlk ini
perlu mendapat perhatian pula karena didasarkan
péda asumsi bahwa identitas seéeorang dapat
diberikan dengan mengggunakan tandatangan.
Dengan demikian tandatangan elekironik ini harus
dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah
setelah melalui prosedur dan mekanisme

'bentuk mde'ntttas personaf_iamnya

ﬂ. Upayaﬁukumﬁa@am'ﬁ'mnsaksﬁ }::-{ -

ﬁekﬁmmk _

Secara umum dalam RUU an; dltemukan .
dua cara penyelesa:an masalah hukum yang '
terkalt dengan transaks: e!ektromk yakm_

penyetesaaan me!aiur Jalur EatigaSI dan penye— :

Iesazan mefaiu; jaiur non iltigasa balk dalam _
perkara perdata atauxah perkara pldana Datam
hai peny@lesatan meia!u: }alur htigass dlatur
beberapa ha! berkait dengan iembaga peradz!an
yang berwenang menangam perkara yakn;
Pengadlian Nlaga dan Pengadlian Negen _' '

' Seiam itu dalam RUU pada Pasal 37 ini
dlatur mengena: pengajuan gugatan bagr pihak
pengguna szstem transak51 elektronlk dlmungkln—
kan d:lakukan secara perwaka[an jika telah
memeﬂuhl beberapa hal berikut : (1) masyarakat
yang dlrug;kan sangat besar Jumlahﬂya sehmgga
gugatan tersebut jika dlajukan secara per-
orangan menjadz tidak efektif, (2) sekelompok
masyarakat yang mewakili harus mempunyai
kep»énﬁngan yéng sama dan tuntutan yang sama

keamanan vang terpercaya dan dapat diper-
tanggungjawabkan. Ketentuan lebih rinci berkait
dengan tahda‘tangan elekironik diatur dalam Pasal
14 - 16 RUU i,

dengan masyarakat yang diwakilinya serta sama-
sama merupakan korban atas suatu perbuatan
dari grang atau lembaga yang sama.

Adapuh lembaga vang berhak menerima
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_ ""-Da ketentuan m; sabe_ arnya peﬂ_"apan:3_"_'-:'_'1":."_ '
-_tandatanga'n eiek‘tmmk dapat dgadikan unsur._‘ Lt

= : _kaﬂ melaiu penc:urian' kartu
.‘ATM atau kartu kredit, nomor. PIN atau bentuk— S




K :'-",}.fgugatan daiam transaksn eiek‘tmmk sepem yang .

perdata yang terkaxt dengan pemanf’aatan
.tekna!og: informasi dan transaksi elektronik.
Sedangkan menuru’t Pasal 38. ayat (4

o mempunyai kewenangan m@ngadm terhadap
gugatan di bldang tekno]ogi m’r’ormam sefam yang
teiah dxatur dalam ayat (3) pasal ini tanpa perinc
bentuk~bentuk tekno%ogl mformast macam apa
yang tergoiong daiam kr:teria tersebut Dengan
batasan sebaga;mana dlnyatakan pada Pasal 38
ayat (3) RUU tersebut memungkmkan plhak bank
selaku penyeienggara jasa perbankan etektrcmk
dla;ukan sehagal pihak tergugat gika tlmbu! suatu
sengketa berkattan dengan transak31 efekktronzk

_ Terhadap putusan yang d uatuhkan oleh
Pengadzian Nlaga menurut Pasal 40 ayat (1) hanya
dapat dra}ukan su paya hukum kasasi pada_
Ma_hka_m_ah Agung, Wafa_upun dimungkinkan uniuk
dilakukan peninjauan kembali atas putusan
Mahkamah Agung yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap jika ditemukan bukti baru
a@u terdapaf: Kesalahan maiam penerapan hukum
oieh haklm sebagarmaﬂa diatur datam Pasal 40

. g}angadllan sepes i tercantum daiam pasal 42 ayat s

¥ :'_.-tttkad bask dengan mengesamp;ng&an peny " : '
‘._iesaaan secara h‘clgaSI di. pengad:lan .Adapun,.: _

arimase yang dtmaksud adafah dapat berupa é :

baga arbltrase atay arbltrase ad hec, Dan puzus-“--

an arbrtrase ini bersifat final dan menglkat sesuai
dengaﬂ pemndang undangan yang berla%{u :

mf ormas tefah -menjanjikan sejumlah, harapan
akan. adanya berbagai _kemudahan dalam
bertransaksi, pada waktu yang sama juga

melahirkan kecemasan-kecemasan. baru. me-
ngenal sisi lain transaksi ini dalam bentuk.

berbagai bentuk kejahatan baru yang lebih

canggih. Disamping itu ditinjau dari ruang linglup:
transaksiini yang tidak lagi mengenal batas-batas
t@rit_{jriai serta sepenuhnya beroperasi sec";a'z:a_
virtual maka transaksi elektronik juga kemudian
meiahirkan berbagai aktivitas baru yang

kemudian dirasa perlu dan wajib diatur oleh

hukum yang berlaku saat ini guna m_emenuhi_

unsur keadian .

RUY Informasi dan Transaks: Elektromk
mencoba mengatur hal-hal yang selama ini tidak.

tercakup dalam gerundang-undangan yang sudah

ada mengenai hal yang terkait dalan transaksi.

elektronik, ramun demikian masih dirasa terlalu

D;masa kam dEmana ekssstens; teknclczg:_

W@Mﬁ%@}%&”ﬂﬁﬁm@m vatesudiam ook
"nempersmgka proses peradilan sehingga dapat
tercapai peraditan yang efektif,

Adapun bentuk penvelesaian diluar

foes e GrTT Rarena takupan mengenal

transaksi yang diatur cukup banyak dan masing-

masing mempunyal spesifikasi. Khususnya
rmengenal transaksi perbankan elekironiic dalam
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hal. tm. 'Eiectron;c Funds Transfe:f?_ Oieh kai‘ena_
' .-1':.-:tu masih. banyak :

atus‘annya sendln __Namun demlklan satu Iangkah_.i--:-f._ -'; e
itempuh  dalam meng:mbangl

i kore§<51 berupa tambaha_ _mengena_ objek yang_.j tu'nt_u_tan 3ama ___ak' "_turan hukum’ mengenal_;-_'f:ﬂ-i :

us d:atur maupun substanSt darl is] pe kiifitas yang i met:batkan teknolegn mform551 E : L
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